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WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDARI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Ketahanan Pangan Kota Kendari;

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daecrah Tingkat [l Kendan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5954;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas
Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2016
Nomor 1330);

8. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendan (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2019 Nomor 10):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDARI

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, vang dimaksud dengan :

i
)
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Kota adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah  adalah Walikota dan  Perangkat  Daerah
sebagai unsur Penyelenggara PFemerintahan Dacrah vyang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan Pemerintah
Kota Kendari,

Walikota adalah Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Pegawal Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.

Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis Dinas vang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkup Dinas Ketahanan
Pangan Kota Kendari.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yvang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelavanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu di lingkup Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kendari



BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGEAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah vang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
ketahanan pangan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan wurusan pemerintahan
bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah
Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe B.

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
Ketahanan Pangan.

(3) Penentuan intensitas penvelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II1
KEDUDUEKEAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatn
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan
PATIZHATI.



Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a,
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perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan., distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

peningkatan kualitas sumber dava manusia di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan di
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
pelaksaanaan administrasi dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

(1)

(2)

dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
Kepala Dinas;
Sekretarnat;

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan,

Bidang Konsumsi dan Kearmmanan Pangan;

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Walikota mni.

o an o

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.



(1)
(2)

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10
Sekretariat bertugas membenkan pelayvanan teknis dan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Selretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1},
Sekretariat menvelenggarakan fungsi :

4.

b.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di
bidang ketahanan pangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat, terdiri atlas :

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,; dan

b, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris,

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan urusan
perencanaan, administrasi keuangan dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
antar bidang, pengelolaan wurusan surat menyurat, kearsipan,
kerumahtanggan, ketatausahaan, hubungan masvarakat, ketatalaksanaan,
urusan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 14

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kehijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan
kerawanan pangan.



(2)

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayvat (1),
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

€.

(1)

(2)

(1)

(2)

penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

. penyiapan penyusunan bahan rtumusan kebijjakan daerah di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnva;

. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penvediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnyva;

penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan. penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber dayva pendukung ketahanan pangan
lainnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Pazal 16

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :

a. Seksi Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan; dan

b. Seksi Kerawanan Pangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi
yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 17

Seksi Ketersediaan dan Sumberdayva Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 avat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta
pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan
sumberdayva pangan.

Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan keoordinasi, pengkajian,
penyvusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penanganan kerawanan
pangarn.
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Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 18

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang distribusi
dan pencadangan pangan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi distribusi, harga dan cadangan pangan;

b. penviapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dalam
pelaksanaan distribusi, harga dan cadangan pangan;

c. pemberianpendampinganpelaksanaankegiatan  distribusi, harga dan
cadangan pangan;

d. penylapan pemantapan program pelaksanaan distribusi, harga dan
cadangan pangan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga
dan cadangan pangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 20

(1} Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, tcrdin atas :
a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
b. Seksi Cadangan Pangan.

(2} Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 21

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
avat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penviapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian
pendampingan dan evaluasi distribusi dan harga pangan.

(2) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan keordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan cadangan pangan.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 22

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, perumusan dan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan
pangan.



(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menvelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan,

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan Kebijakan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di  bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, penganckaragaman konsumsi pangan, dan keamanan
pangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
b. Seksi Keamanan Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 25

(1) Seksi Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan
pengembangan pangan lokal.

(2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf b, bertugas melaksanakan penviapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional
dan/atau teknis penunjang tertentu.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



(3) Umit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleéh seorang tenaga fungsional semior vyang ditunjuk oleh
Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuail peraturan perundang-undangan yang berlalku,

BABV
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang
dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unil organisasi
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi ¢i
lingkkup Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas
THASITIZ-TNASITIZ,

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup Dinas wajib melaksanakan
pengawasan melekat.



Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan
organisasi bawahannya dan dalam rtangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

(1} Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas
Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk
mewakili Kepala Dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guana masing-masing pejabat
dalam Ingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan
tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

BAB VI
KEPANGEKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural
di lingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul
Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon [Ib atau jabatan pimpinan tinggi

pratama.

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon llla atau jabatan
administrator,

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan
administrator.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan
esclon [Va atau jabatan pengawas.

(7) Pejabat eselon [l atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan
pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan
Walikota, sesuai pedoman vang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 34
Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat vang saat ini

sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota in1 mulai berlaku, Peraturan Walikola Kendan
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Kendari (Berita Daerah Kota
Kendari Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota i1 dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kora Kendari.
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